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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap
Penyalahgunaan Data NIK dalam Registrasi Kartu SIM”. Latar belakang penelitian
ini adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) untuk registrasi kartu SIM guna
mencegah kejahatan, namun di sisi lain kebijakan tersebut memperbesar risiko
kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai
perlindungan data NIK serta mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku
saat ini terhadap penyalahgunaannya dalam proses registrasi kartu SIM.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(doktrinal) yang bersifat preskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif mengenai
perlindungan data NIK dalam registrasi kartu SIM di Indonesia saat ini masih
bersifat terfragmentasi dan belum komprehensif, mencakup UU Administrasi
Kependudukan, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Terdapat
kekosongan hukum (legal gap) karena belum adanya delik pidana yang secara
spesifik mengatur perbuatan penyalahgunaan NIK khusus untuk registrasi kartu
SIM. Kebijakan hukum pidana saat ini dinilai belum optimal, baik pada tahap
formulatif (perumusan delik), aplikatif (penerapan oleh penegak hukum yang
cenderung menggunakan pasal umum), maupun administratif (mekanisme
pengawasan).

Sebagai kesimpulan dan saran, penelitian ini mendorong perlunya
pembaharuan kebijakan hukum pidana (ius constituendum) melalui perumusan
delik pidana khusus penyalahgunaan NIK dalam registrasi kartu SIM, penguatan
lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, serta integrasi
pendekatan penal dan non-penal untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif
bagi hak privasi warga negara.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Data, NIK, Registrasi
Kartu SIM, Perlindungan Data Pribadi.



ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Criminal Law Policy on the Misuse of
NIK Data in SIM Card Registration". The background of this research is the
government policy that requires the use of Population Identification Numbers
(NIK) and Family Cards (KK) for SIM card registration to prevent crime, but on
the other hand the policy increases the risk of leakage and misuse of personal data
belonging to the public. The purpose of this study is to analyze Indonesia's positive
legal arrangements regarding NIK data protection and evaluate the current criminal
law policies against its misuse in the SIM card registration process.

The research method used is normative (doctrinal) legal research that is
prescriptive-analytical. The data used are secondary data consisting of primary,
secondary, and tertiary legal materials, which are collected through literature
studies and analyzed qualitatively juridical.

The results of the study show that positive legal arrangements regarding
NIK data protection in SIM card registration in Indonesia are currently still
fragmented and not comprehensive, including the Population Administration Law,
ITE Law, and Personal Data Protection Law (PDP Law). There is a legal gap
because there is no criminal offense that specifically regulates the misuse of NIK
specifically for SIM card registration. Criminal law policy is currently considered
to be not optimal, both at the formulative stage (formulation of delicacies),
applicative (application by law enforcers who tend to use general articles), and
administrative (supervision mechanisms).

As a conclusion and suggestion, this study encourages the need to reform
the criminal law policy (ius constituendum) through the formulation of special
criminal offenses for the misuse of NIK in SIM card registration, the strengthening
of independent personal data protection supervisory institutions, and the integration
of penal and non-penal approaches to provide more effective protection for citizens'
privacy rights.

Keywords: Criminal Law Policy, Data Misuse, NIK, SIM Card Registration,
Personal Data Protection.
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